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ABSTRAK 
Peran perbankan dalam memacu perekonomian daerah dapat secara langsung 
dan tidak langsung. Secara langsung melalui kredit yang diberikan terhadap 
BUMD dan selanjutnya berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). Pengaruh tidak langsung yaitu melalui kredit yang diberikan 
terhadap pelaku ekonomi seperti : Kredit Konsumsi, Kredit Produktif yang 
meliputi Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit UMKM yang 
selanjutnya akan berpengaruh terhadap peningkatan kegiatan perekonomian dan 
kesempatan kerja serta lebih lanjut akan berpengaruh terhadap peningkatan 
pendapatan, peningkatan daya beli, peningkatan usaha yang aldtimya akan 
berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajakdan retribusi. 
Kata Kunci: Bank, Kredit, Pendapatan Asli Daerah 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Sebagai salah satu upaya imtuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, 
dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang 
berasal dari pendapatan asli daerah, perlu ditingkatkan sehingga kemandrian 
daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud. 
Implikasi politik dan ekonomi dari otonomi daerah adalah tuntutan 
profesionalisme dari masing-masing daerah, terutama daerah kabupaten dan kota, 
imtuk tidak hanya menunggu dana perimbangan keuangan, namun lebih proaktif 
dan kreatif menggali dan mengembangkan potensi ekonomi daerahnya sehingga 
sumber dana pembangunan bagi daerah yang bersimiber dari Pendapatan Asli 
daerah (PAD) dapat lebih dioptimalkan serta PAD tesebut menjadi kontributor 
dana pembangiman daerah kedepan. 
Pendapatan Asli Daerah meskipun diharapkan dapat menjadi modal utama bagi 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pada saat ini kondisinya masih 
kurang memadai (tidak maksimal). Dalam arti bahwa proporsi yang dapat 
disumbangkan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), masih relatif 
rendah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin 
banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah, disertai 
pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah 
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dalam jumlah besar. Adanya kewenangan yang lebih besar memberikan peluang 
kepada daerah menggali berbagai potensi daerah dan mengoptimalisasi berbagai 
sumberdaya yang dimiliki, dan pada gilirannya dapat mendorong tercapainya 
kemampuan keuangan yang lebih balk. 
Kenyataannya peningkatan PAD dengan berbagai regulasi dapat menjadi 'beban' 
bagi perkembangan ekonomi masyarakat terutama pengusaha, dengan banyaknya 
pajak dan retribusi yang harus disetorkan. Berkaitan dengan hal itu, maka perlu 
dipikirkan langkah kebijakan yang responsif dan mampu memfasilitasi 
berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di daerah, terutama yang mampu 
mendukung berkembangnya potensi ekonomi lokal. 
Kabupaten Siak sebagai kabupaten pemekaran memperlihatkan perkembangan 
yang sangat berarti. Beberapa tahxm terakhir laju pertumbuhan ekonomi 
mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam 
pembangunan. Keadaan ini tidak terlepas dari kemampuan sumber dana dalam 
menopang kegiatan pembangunan daerah. Seiring beijalannya waktu, kebutuhan 
dana yang diperlukan untuk membiayai pembangunan semakin lama semakin 
meningkat. Hal ini disebabkan karena kebutuhan daerah untuk membiayai 
pembangunan semakin besar guna mewujudkan visi dan misi pembangunan 
daerah tersebut. 
Sejalan dengan perkembangan daerah yang memberikan dampak kepada 
bomunculannya sektor-sektor perekonomian masyarakat dan daerah. Sektor-
sektor tersebut memberikan share kepada peningkatan produk domestik regional 
bruto. Peningkatan sektor-sektor tersebut harus didukung oleh siunber 
pembiayaan guna peningkatan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. 
Salah satu sumber pembiayaan yang dikenal dan dimanfaatkan menunjang 
perekonomian yaitu sektor perbankan. Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari 
sarana dan jumlah perbankan yang ada pada daerah tersebut. Kebutuhan akan 
sarana pembiayaan berhubungan lurus dengan kemajuan sektor perekonomian. 
Ketersediaan dana dari perbankan bagi BUMD, sektor-sektor imggulan serta 
UMKM di suatu daerah akan memacu pertumbuhan sektor usaha yang ada di 
suatu daerah. Semakin besar dana yang diserap dari sektor perbankan akan 
meningkatkan produksi barang dan jasa di daerah tersebut. Peningkatan produksi 
barang dan jasa akan meningkatkan pendapatan/keuntungan unit usaha 
perekonomian dan peningkatan ini memberikan dampak terhadap peningkatan 
pendapatan asli daerah (PAD). 
Berdasarkan hal tersebut diatas maka diperlukan suatu studi seberapa besar peran 
perbankan di dalam pembiayaan BUMD, sektor unggulan dan UMKM dalam 
memacu perekonomian dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Siak. 
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Maksud dan Tujuan 
a. Maksud 
Tersedianya hasil evalnasi yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan 
pembangunan dan peningkatan PAD ke depannya, dengan cara: 
Menyusun Analisis Peran Perbankan dalam Memacu Pertumbuhan dan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak; 
Menentukan rekomendasi kebijakan yang potensial dan prioritas untuk 
Peningkatan Peran Perbankan dalam Memacu Pertumbuhan dan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak. 
b. Tujuan 
Adapim tujuan dari Penyusunan Analisis Peran Perbankan dalam Memacu 
Pertumbuhan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak ini adalah 
imtuk merumuskan pola dan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh sektor 
perbankan dan pemerintah Kabupaten Siak dalam penyaluran skim kredit 
terhadap BUMD, sektor-sektor unggulan serta UMKM guna memacu 
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi serta pendapatan sektor 
unggulan yang selanjutnya memberi dampak terhadap peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). 
LANDASAN PEMIKIRAN DAN KONSEP D ASAR 
Blakely (1989:78-80) mengidentifikasi ada empat peran yang dapat mainkan oleh 
pemerintah, yakni: (1) peran sebagai developer/entrepreneur', (2) peran sebagai 
coordinator, (3) peran sebagai facilitator dan (4) peran sebagai stimulator. 
Koswara (2000 : 5) menyatakan bahwa daerah otonom harus memiliki 
kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya 
sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan 
kepada bantuan pusat hams seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi 
bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem 
pemerintahan negara. 
Dalam Undang-undang No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang No. 10 tahun 1998; disebutkan bahwa perbankan adalah segala 
sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 
serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkaimya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 
dan atau berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 
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dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang 
melaksanakan kegiatan usaha secaia konvensional dan atau berdasarkan Prinsip 
Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. 
Menurut perundangan tentang otonomi daerah (UU No. 32/2004 dan UU No. 
33/2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu simiber pembiayaan 
daerah berasal dari : (a) Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil 
perusahaan/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan (d) Lain-lain hasil yang sah. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari 
siimber-sumber penerimaan mumi daerah. PAD dipergunakan untuk pembiayaan 
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, imtuk itu PAD harus diupayakan 
selalu meningkat. 
Sebagai salah satu tolok ukur kemandirian suatu daerah dapat dilihat seberapa 
besar sumbangan PAD terhadap APBD suatu daerah, semakin tinggi sumbangan 
PAD terhadap APBD memperlihatkan semakin kecil ketergantungan daerah 
tersebut kepada sumber pembiayaan dari pemerintah pusat. Sebaliknya semakin 
kecil kontribusi PAD kepada APBD menunjukkan ketergantungan pemerintah 
daerah kepada pusat masih cukup besar. 
METODELOGIPENELITIAN 
1. Lokasi Penelitian 
Lokasi kajian/Kawasan studi ini mencakup keseluruhan wilayah Kabupaten Siak 
yang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan. Kajian ini diarahkan kepada 
kegiatan UMKM karena aktifitas ekonomi pada sektor ini cenderung belum 
berkembang secara optimal serta fasilitas perbankan yang diberikan terhadap 
pengembangan UMKM di daerah ini juga masih relative kurang. 
Adapun dalam analisis kajian ini dilakukan dengan cara melakukan identifikasi 
terhadap sektor unggulan dan UMKM di Kabupaten Siak; membuat rekomendasi 
kebijakan yang potensial dan prioritas untuk Peningkatan Peran Perbankan dalam 
Memacu Pertumbuhan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak. 
2. Sumber Data 
Peran Perbankan Dalam Memacu Perekonomian Dan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Siak (potensi pemanfaatan peran perbankan dalam memacu 
perekonomian dan PAD, kebijakan umum, sumberdaya manusia, infi^truktur 
sarana dan prasarana serta kelembagaan perbankan dan daerah). 
Data dan informasi yang diperlukan dalam Penyusunan Peran Perbankan Dalam 
Memacu Perekonomian Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak ini 
dapat dipergunakan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi. 
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3. Metode Pengumpulan Data dan Analisis 
Pengumpulan data sekimder dan data primer di lapangan tentang kondisi dan 
potensi Peran Perbankan Dalam Memacu Perekonomian Dan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten Siak; 
• Data Sekimder dilakukan pengumpulan berupa data peran perbankan terhadap 
pengembangan ekonomi di Kabupaten Siak (penyaluran pembiayaan, kredit 
dan pola kerjasama yang dilakukan). Pengumpulan data ini dilakukan dengan 
cara menginventarisir data dari Bank Indonesia dan Sektor Perbankan, serta 
instansi yang terkait. 
• Sedangkan pengumpulan data primer dilakukan untuk menganalisis sektor 
unggulan daerah dan UMKM. Pengumpulan data potensi unggulan daerah 
menggunakan metode survey dan wawancara dengan tokoh masyarakat 
setempat, penduduk setempat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk 
mendapatkan data-data eksisting dan potensi riil unggulan daerah. 
4. Analisis Data 
Peran Perbankan 
Data peran perbankan yang diperoleh dianalisis dengan metode time series yang 
disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, serta 
menggunakan analisis Regresi Linear berganda untuk mengetahui peran kredit 
yang dominan dalam pengembangan ekonomi daerah (dibantu SPSS/Statistical 
Pack for Social Science versi 16). 
PEMBAHASAN 
1. Perkembangan Lembaga Keuangan Perbankan 
Ada beberapa bentuk lembaga keuangan antara lain lembaga perbankan, 
pengadaian, dan pedagang valuta asing. Dalam beberapa tahun belakangan ini, 
terjadi peningkatan aktifitas lembaga keuangan di Provmsi Riau. Peningkatan ini 
disebabkan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dihampir seluruh 
aspek kehidupan masyarakat. 
Sampai tahun 2007 di Provinsi Riau terdapat 216 lembaga keuangan bank. Dari 
jumlah tersebut terdapat 176 bank umum yang terdiri dari 1 kantor pusat, 63 
kantor cabang, 82 cabang pembantu, 30 kantor kas dan 17 kantor unit. Didaerah 
ini juga terdapat 2 bank umum asing yang berupa kantor cabang. 9 bank 
pembangunan daerah yang terdui dari 5 kantor cabang, 2 kantor cabang pembantu 
dan 2 kantor kas. Disamping itu terdapat 27 BPR dan 4 BPR Syariah. Adapun 27 
BPR terdiri dari 20 kantor pusat dan 7 kantor cabang. Sedangkan 4 BPR Syariah 
terdiri dari 2 kantor pusat dan 2 kantor cabang. 
Jumlah bank yang ada dikabupaten Siak masih relatif terbatas. Sampai tahun 2007 
hanya ada 3 (tiga) bank yang tersebar di Kabupaten Siak yaitu Bank Riau, Bank 
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BNI Cabang Pembantu dan BRI Unit Desa. Ada 1 (satu) pegadaian dan belum ada 
pedagang valuta asing. 
Khusus di Kabupaten Siak, sebagian masyarakatnya banyak menggunakan 
fasilitas lembj^a keuangan yang ada di Pekanbaru. Hal ini disebabkan masih 
terbatasnya lembaga keuangan dikabupaten Siak. Dikabupaten Siak terdapat 9 
bank umum yang terdiri dari 3 kantor cabang, 3 kantor cabang pembantu dan 3 
kantor kas. Disamping itu terdapat 2 bank pembangunan daerah yang terdiri dari 
1 kantor cabang dan 1 kantor cabang pembantu. 
Dilihat dari kondisi perbankan yang ada didaerah ini, berdasarkan catatan per 
triwulan tahun 2006 dapat diketahui bahwa jumlah Tabungan pada triwulan I 
sebesar Rp 3.429.726.juta meningkat pada Triwulan II menjadi Rp 4.435.878 juta 
atau meningkat 29,33 %, Tabungan pada triwulan I sebesar Rp 2.818.911 juta 
menjadi Rp 3.089.243 juta pada Triwulan II atau naik 9,51 % sedangkan Deposito 
pada Triwulan I sebesar Rp 2.302.858.juta menjadi Rp 2.725.131 juta pada 
Triwulan II atau naik sebesar 18,33 %. 
Tabel 27: Banyaknya Kantor Bank di Kabupaten Siak, Tahun 2007 
URAIAN KANTOR PUSAT 
KANTOR 
CABANG 
CABANG 
PEMBANTU 
KANTO 
R K A S UNIT JUMLAH 
Bank Umum - 3 3 3 9 
Bank Umum 
Asing 0 0 0 0 0 0 
Bank 
Pemb.Daerah - 1 1 0 0 2 
BPR 0 0 0 0 0 0 
BPR Syariah 0 0 0 0 0 0 
Sumber: Bank Indonesia, Pekanbaru. 
2. Pendapatan Asli Daerah 
PAD adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipimgut berdasarkan 
Peraturan Daerah. Adapun untuk Kabupaten Siak, maka realisasi PAD untuk 
tahun 2008 sebesar Rp.674.948.614.278,00 dari target sebesar 
Rp.673.402.155.576,00 atau Rp.l.546.458.711,00 melampau target atau 0,23 
persen di atas target yang telah ditetapkan. 
Ditmjau dari simibemya, selama tahun 2008 Pendapatan Ash Daerah Kabupaten 
Siak yang terbesar bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan (Bagian Laba Usaha Daerah) yaitu sebesar Rp.590.924.989.339,00 
atau 87,55 persen dari total PAD 2008. Sedangkan PAD terkecil bersumber dari 
Pajak Daeiah yang hanya sebesar Rp.l0.684.389.276,00 atau 1,58 % dari total 
PAD 2008. 
Dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2007 sebesar Rp.326.207.278.577,00 
maka terjadi kenaikan yang cukup besar yaitu 206,91 persen Kenaikan yang 
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terbesar terjadi pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hal 
tersebut antara lain meningkatnya pembagian deviden dari Perusahaan Daerah. 
Sedangkan imtuk komponen PAD lainnya yaitu Pajak Daerah atau Retribusi 
Daerah juga mengalami kenaikan. Namun Lain-lain PAD yang sah mengalami 
penurunan. 
3. Pengaruh Kredit Terhadap Peningkatan Perekonomian Daerah 
Semakin besar aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat akan 
mempengaruhi permintaan masyarakat terhadap dana yang akan dipergunakan 
dalam membiayai kegiatan/aktivitas perekonomian. Terdapat berbe^ai macam 
sumber dana yang dapat dipergunakan oleh masyarakat seperti dana sendui 
(modal sendiri) dan dana yang berasal dari lembaga resmi atau tidak 
resmi(tengkulak, rentenir). 
Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan ekonomi harus dapat 
meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Penyebaran yang merata dari 
hasil pembangunan akan dapat diwujudkan dalam melalui kebijakan 
perekonomian yang mendorong dan membantu pengusaha kecil dalam sektor 
perdagangan. Dalam memajukan kegiatan perekonomian perlu melibatkan banyak 
pihak antara lain BUMN, swasta, koperasi, maupun pelaku ekonomi berskala 
kecil. 
Krisis Ekonomi yang teqadi tidak hanya menimbulkan dampak makro, tetapi juga 
menimbulkan dampak imkio seperti para pengiisaha kecil yang bergerak dalam 
sektor perdagangan. Terlebih lagi dengan adanya krisis global yang terjadi saat ini 
akan semakin mematikan para pengusaha kecil, karena akan lebih siUit lagi 
mendapatkan tambahan modal untuk meningkatkan usaha mereka. Padahal 
sekarang ini perkembangan usaha kecil mempunyai peianan yang sangat penting 
dalam meningkatkan perekonomian secara nasional bahkan dunia. 
Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak pengusaha kecil dalam 
menjalankan serta meningkatkan usahanya. Dengan kepemilikan modal yang 
sangat terbatas serta sangat sulitnya mendapatkan modal dari luar membuat 
semakin sulitnya para pengusaha kecil mengembai^an usahanya. Di pedesaan 
banyak para pemberi modal seperti rentenir, pengijon yang memberikan modal 
dengan menggunakan harta benda sebagai jaminan. Tetapi bantuan modal dari 
para rentenir tersebut hanya menyelesaikam masalah para pengusaha kecil untuk 
sementara waktu, setelah itu pengusaha kecil akan mendapat masalah baru yaitu 
pengembalian utang dengan tingkat suku bunga yang tinggi dan kosekuensi 
keterlambatan membayar cicilan yang sangat herat, hal itu akan membuat 
pengusaha kecil sesmaldn sulit mengembangkan usahanya. Ineraksi pengusaha 
kecil dengan para rentenir tersebut justru mempunyai dua masalah yang sangat 
rumit yaitu kesulitan modal serta kesulitan mengembalikan utang dengan suku 
bunga yang sangat tinggi. 
Kabupaten Siak sebagai daerah yang semakin berkembang pertumbuhan 
pengusaha kecil sangat besar sekali dalam menunjang perekonomian daerah. 
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Perkembangan sektor ini harus didukung oleh ketersediaan lembaga keuangan 
sebagai sumber pembiayaan bagi kegiatan perekonomian masyarakat. 
Ketergantungan pengusaha kecil terhadap pembiayaan yang bersumber dari 
rentenir akan berkurang dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan 
seperti perbankan, leasing dan pegadaian. Keberadaan lembaga keuangan 
terutama perbankan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 
Sebagai salah satu lembaga yang menyediakan sarana pembiayaan perbankan 
menyalurican dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. BCredit yang 
disalurkan terdiri dari berbagai bentuk skim kredit antara lain : kredit modal kerja, 
kredit investasi dan kredit konsumsi. 
Kredit modal kerja (KMK) adalah kredit yang digunakan untuk membiayai 
kebutuhan modal kerja dari nasabah. Sebagai contoh apabila nasabah bergerak 
dalam bidang pengadaan barang dapat dipergudakah imtuk peihbeliah barang 
yang akan disalurkan kepada konsumen. Kredit modal kerja biasanya berjangka 
pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu perputaian modal kerja nasabah. 
Kredit Investasi adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal 
jangka panjang untuk kegiatan nasabah. Kredit Investasi dapat digunakan untuk 
investasi nasabah terhadap masin-mesin, pembelian tanah, peralatan kaiitof serta 
sarana produksi yang akan digunakan untuk memproduksi barang. Kredit 
Investasi biasanya berjangka menengah atau panjang, karena nilainya relatif besar 
dan cara pelimasan oleh nasabah melaltu angsuran. 
Kredit konsumsi adalah kredit yang digimakan dalam pengadaan barang atau jasa 
untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha 
nasabah. Penggunaan kredit ini misalnya untuk pembelian mobil, sepeda motor, 
rumah, dan barang-bariang konsumsi yang lain. iCredit ini sering disebut kredit 
multiguna karena bisa dipergunakan untuk berbagai peruntukan. 
Adapim jumlah PDRB dan sebaran kredit berdasarkan penggunaannya per 
triwulan di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikui ini: 
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Tabel 1: Sebaran Kredit Perbankan berdasarkan Penggunaannya di 
Provinsi Riau pada Triwulan 11 Tahun 2007 hingga Triwukin ke III Tahun 
2009 
Tahan per 
triwulan PDRB KMK KI KK 
I 2007 21.341.630 3.174.575 1.603.132 4.260.861 
n 2007 21.588.170 3.495.440 1.918.314 4.631.076 
ni 2007 22.058.570 3.733.555 2.031.824 4.992.042 
IV 2007 22.385.580 3.818.914 2.120.158 5.215.822 
I 2008 21.787.190 3.935.260 2.213.429 5.608.054 
n 2008 22.059.012 4.644.599 2.680.068 6.255.734 
in 2008 23.260.360 5.067.953 2.666.931 6.938.579 
IV 2008 23.191.180 5.123.740 2.600.240 7.083.059 
I 2009 22.804.770 5.173.656 2.593.566 7.525.973 
n 2009 23.315.440 5.676.254 2.768.623 8.144.654 
in 2009 23.842.400 6.071.543 3.023.396 8.271.157 
Sumber: Kajian Ekonomi Regional Provinsi Riau, Bank Indonesia. 
Tugas pokok Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 
menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang memerlukannya. Dana yang 
disalurkan oleh perbankan akan dipergunakan untuk peningkatan {mnluksi barang 
dan jasa serta kegiatan perekonomian lainnya. Fungsi dari kredit yaitu 
pemindahan daya beli dan penciptaan daya beli. Fungsi sebagai Pemindahan dc^a 
beli dimaksudkan adanya kredit (source of fund) yang pada umunmya terkumpul 
dari sekian banyak tabungan/simpanan dari sekian banyak masyarakat yang 
bersedia menyisihkan penghasilannya tidak untuk dikonsumsi melainkan untuk 
ditabung ke dalam Bank. Sedangkan penciptaan daya beli, dari sisi kreditur kredit 
merupakan penciptaan daya beli, di mana dengan fasilitas kredit yang 
diterimanya, para peminjam/pengusaha telah mempimyai rencana untuk apa 
kredit tersebut akan dipergunakan, imtuk investasi ataukah imtuk modal keija. 
Penggunaan dana kredit yang diperuntukkan bagi kegiatan ekonomi secara tidak 
langsung akan meningkatkan pendapatan,. Hal ini disebabkan dana yang berasal 
dari kredit dapat meningkatkan investasi atau peningkatan usaha pada kegiatan 
perekonomian dan selanjutnya peningkatan investasi akan meningkatkan 
kesempatan kega sehingga terjadi peningkatan distribusi pendapatan masyarakat, 
peningkatan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang diproduksi 
perekonomian. 
Dengan asumsi bahwa struktur perekonomian Siak memiliki struktur yang hampir 
sama dengan struktur perekonomian Riau maka peran perbankan di Kabupaten 
Siak dapat digambarkan berdasarkan proxy dari perkembangan struktur 
perekonomian Riau. 
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Rumus atau model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Y = a + biXi+b2X2 + b3X3 + e 
Y adalah nilai Y dari regresi atau nilai Y yang diprediksikan, a adalah konstanta. 
Sedangkan bi dan b2 adalah koefisien regresi variabel Xi , Xa dan X3. dari hasil 
perhitungan dengan program SPSS 19.00 diperoleh nilai 1 dan koefisien regresi 
untuk masing-masing variabel bebas sebagai berikut: 
Tabel 2 : Rekapitulasi Hasil Output SPSS 
Nihii Konstanta 
(a) 
Koefisieii Regresi (b) 
1.902 2.070 -0,937 -0,586 
Sumber: Data Olahan (n=43) 
Keterangan: 
Xi = Koefisien regresi dari kredit Modal Kega (KMK) 
X2 = Koefisien regresi dari Kredit Investasi (KI) 
Xj = Koefisien regresi dari Kredit Konsimisi (KK) 
Atas dasar perhitungan di atas, maka dapat dituliskan persamaan regresi linier 
berganda menjadi sebagai berikut : 
Y = 1,902 + 2,070 KMK - 0,937 KI - 0,586 KK 
Dari persamaan regresi tersebiit, terlihat bahwa nilai variabel terikat (Y) akan 
ditentukan oleh variabel bebas (Xi, X2 dan X3). Sebagai illustrasi variabel X i , X2 
dan X3 konstan atau 0 (nol). Maka nilai dari variabel Produk Domestik Bruto 
menjadi 1,902 artinya setiap peningkatan pada besamya kredit yang diberikan 
sebesar Rp. 1 akan meningkatkan PDRB sebesar Rp. 1,902. dengan asumsi X2 
dan X3 tetap. Selanjutnya dengan peningkatan X i (Kredit Modal Kerja) sebesar 
Rp. 1, akan menyebabkan peningkatan PDRB sebesar Rp. 2,070 dengan asumsi 
X2 dan X3 tetap. Sedangkan jika peningkatan X2 (Kredit Investasi) sebesar Rp. 1, 
akan menyebabkan penurunan PDRB sebesar Rp. 0,937 dengan asumsi X i dan X2 
tetap. Lebih lanjut seti^ peningkatan Kredit Konsumsi (KK) sebesar Rp. 1 akan 
menyebabkan penurunan PDRBsebesar Rp. 0,586. 
Dari struktur persamaan diperoleh bahwa kredit modal kega berhubungan positif 
dengan peningkatan perekonomian daerah, hal ini berarti bahwa semakin tinggi 
jumlah kredit modal kega yang disalurkan oleh sektor perbankan akan 
memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian daerah. 
Pengaruh kredit modal kega terhadap peningkatan produk domestik bruto sangat 
signifikan dan berdasarkan hasil regresi dengan mempergunakan SPSS 19 
diperoleh bahwa t hitung > dari t tabel (1,895) dengan taraf nyata 0,5 %. Hal ini 
disebabkan kredit modal kerja pada imixrainya diperuntukkan bagi pengeluaran 
gaji, penyediaan bahan baku, biaya transportasi, dan pengeluaran-pengeluaran 
usaha lainnya yang memberikan nilai tambah langsung kepada peningkatan nilai 
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produksi barang dan jasa daerah. Hal ini sejalan dengan teori bahwa peningkatan 
kredit modal kerja akan meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB). 
Secara garis besar kredit Investasi tidak begitu signifikan terhadap peningkatan 
produk domestik bruto daerah, dari persamaan dihasilkan bahwa kredit investasi 
berhubungan negatif dengan produk domestik bruto serta berdasarkan regresi 
dengan menggunakan SPSS 19 terlihat bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel 
(1,895) dengan level of significancy 95 %. Kenyataan tersebut bertentangan 
dengan teori yang seharusnya peningkatan kredit investasi akan meningkatkan 
PDRB. 
Tidak berpengaruhnya kredit investasi terhadap produk domestik bruto ini oleh 
karena kredit investasi perbankan pada imiumnya digunakan untuk pengeluaran 
pembelian barang modal yang berasal dari luar daerah sehingga nilai tambah 
diperoleh oleh daerah yang menghasilkan barang modal tersebut dan adanya time 
lag juga mempengaruhi tingkat signifikansi. 
Berdasarkan persamaan secara individual/masing-masing kredit konsmnsi 
berhubungan negatif dengan penin^catan produk domestik bruto daerah. Dari 
hasil regresi dengan mempergunakan SPSS 19 diperoleh bahwa t hitimg lebih 
kecil dari t tabel (1,895) dengan taraf nyata 0,5 % dan level of significancy 95 %. 
Hal ini disebabkan pada umumnya barang konsumsi imtuk daerah masih 
didatangkan atau berasal dari luar daerah sehingga nilai tambah lebih banyak 
diperoleh oleh daerah lain dan tidak memberikan sumbangan kepada peningkatan 
dari produk domestik bruto. 
Berdasarkan kenyataan bahwa hanya kredit modal kega saja yang memberikan 
nilai tambah kepada produk domestik bruto kabupaten Siak sedangkan untuk 
kredit investasi nilai tambah lebih banyak diperoleh oleh daerah lain atau negara 
lain apabila barang modal tersebut diimpor dari negara lain. Sedangkan untuk 
kredit konsumsi, nilai tambah juga diperoleh oleh daerah lain. 
Pada masa yang akan datang guna meningkatkan sumbangan terhadap produk 
domestik bruto daerah Siak untuk bahan-bahan pokok sehari-hari pemerintah 
harus mengarahkan investasi terhadap komoditi-komoditi yang masih 
didatangkan dari luar dan arah kebijakan pemerintah kabupaten Siak sudah benar 
dengan mendirikan kawasan industri Buton dan kawasan sentra produksi pangan 
dan petemakan di Kabupaten Siak untuk menghasilkan barang modal dan barang 
konsumsi yang dibutuhkan oleh industri yang beroperasi di kabupaten Siak. 
4. Prospek Peranan Perbankan Terhadap Peningkatan Perekonomian 
Daerah 
Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak 
dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling 
mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor 
moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan 
penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancamya kegiatan perekonomian di 
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sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan 
kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, 
mengingat kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari 
adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini 
tidak Idin adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. 
Bertitik tolak dari pandangan Keynes bahwa penghubung antara sektor riil dengan 
sektor moneter dihubimgkan oleh tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga 
semakin rendah investasi dan sebaliknya semakin rendah tingkat bunga semakin 
tinggi tingkat Investasi atau dengan perkataan lain hubungan antara tingkat bunga 
dengan investasi berhubungan terbalik. 
5. Prospek Penghimpunan Dana Perbankan Terhadap Perekonomian 
Daerah 
Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Sejalan dengan tujuan otonomi daerah setiap daerah berusaha untuk memajukan 
perekonomian daerah dengan melaksanakan pembangiman kesegala bidang baik 
materiil maupun sprituil. 
Berkembangnya kegiatan ekonomi di masyarakat akan menciptakan lapangan 
kega bagi penduduk pada suatu daerah. Dengan demikian semakin berkembang 
suatu daerah akan tegadi distribusi pendapatan diantara anggota masyarakat. 
Kemajuan suatu daerah juga akan menmgkatkan penggunaan uang diantara 
anggota masyarakat sebagai sarana pertukaran, penyimpan kekayaan dan sebagai 
satuan hitimg. 
Kegiatan perekonomian yang semakin berkembang akan memerlukan lembaga 
keuangan yang semakin baik dan semakin efisien. Peningkatan pendapatan 
masyarakat terutama di kalangan menengah keatas akan menyebabkan terjadinya 
peningkatan kemampuan menabung setiap tahun. Sejalan dengan itu masyarakat 
membutuhkan sarana yang dapat digunakan untuk kegiatan penyaluran kelebihan 
dana setelah dikurangi konsumsi. Lembaga keuangan menawarkan berbagai 
aitematif simpanan yang memberikan fasilitas kemudahan penabung untuk 
melaksanakan transaksi. 
Lembaga keuangan pada dasamya terdiri dari lembaga keuangan bank dan 
lembaga keuangan non bank. Bank dibutuhkan oleh masyarakat disamping 
sebagai sarana untuk menyimpan tabungan juga digunakan untuk memperlancar 
transaksi diantara para pelaku ekonomi. 
Tabel 3 : Perkembangan Jaringan Bank Riau di Kabupaten Siak 
No. KANTOR STATUS LOKASI 
1. Cabang Siak Kantor Cabang Siak 
2. Cabang Pembantu Perawang Cabang Pembantu Perawang 
3. Cabang Pembantu Kandis Cabang Pembantu Kandis 
4. Cabang Pembantu Lubuk Dalam Cabang Pembantu Lubuk Dalam 
5. Kedai Minas Kas Minas 
6. Kedai Sungai Apit Kas Sungai Apit 
7. Kedai Dayim Kas Dayun 
Sumber: Bank Riau, 2009 
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Sebagai salah satu bank yang memiliki jaringan paling banyak. Bank Riau dalam 
perkembangan sampai dengan tahun 2009 telah memiliki jaringan sampai ke 
Kecamatan-kecamatan dan agar masyarakat tidak merasakan bank itu sebagai 
lembaga yang eksklusif maka Bank Riau membuka sarana perbankan berupa 
Kedai. 
Penghimpiman dana yang dilakukan oleh perbankan juga dalam bentuk instrumen 
lainnya berupa deposito dan giro. Giro dapat digunakan sebagai salah satu alat 
dalam pertukaran atau uang giral. Uang giral pada umumnya digunakan untuk 
transaksi dalam jumlah besar. 
Perkembangan ekonomi daerah juga meningkatkan pelaku ekonomi yang 
sebelimmya berskala mikro menjadi pengusaha kecil serta pengusaha kecil 
menjadi pengusaha menengah serta pengusaha menengah berkembang menjadi 
pengusalm besar. 
Sebagai salah satu aitematif masyarakat melakukan investasi pada berbagai 
instrumen perbankan oleh karena tingkat likuiditas dari instrumen tersebut yang 
dapat cepat dijadikan uang tanpa mengalami kemgian yang cukup berarti dan 
rendahnya cost dalam melakukan transaksi secara ekonomi. 
Di dalam operasionalnya bank membutuhkan dana yang berasal dari masyarakat 
dan ini dikenal dengan dana pihak ketiga (DPK). Semakin banyak dana yang 
dapat dihimpun akan menin^tkan kegiatan perbankan dalam menyalurkan 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Jumlah dana pihak ketiga yang diserap 
oleh BRI Kantor Cabang Pembantu Siak untuk tahun 2008 berjumlah Rp. 
71.590.187.217,00 dan untuk tahun 2009 sampai dengan November 2009 sebesar 
Rp. 76.197,598.049,00. 
6. Prospek Penyaluran Kredit Bagi Peningkatan Perekonomian Daerah 
Guna meningkatkan daya guna dari barang diperlukan modal untuk meningkatkan 
daya guna dari barang tersebut atau peningkatan nilai tambah. Peningkatan nilai 
tambah tersebut bersumber dari kredit yang disalurkan perbankan dalam berbagai 
bentuk skim kredit. 
Sejalan dengan perkembangan suatu daerah permintaan terhadap kredit juga akan 
semakin meningkat. Salah satu bentuk kredit yang menjangkau seluruh lapisan 
masyarakat adalah Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Salah satu alasan 
UMKM dikembangkan yaitu UMKM menyerap banyak tenaga kerja. 
Secara umum (menumt Paket Kebijaksanaan 29 Mei 1993 dan didukung dengan 
Sural Keputusan Direksi bank Indonesia Nomor 26/24/Kep/Dir tanggal 29 Mei 
1993), yang dimaksud dengan kredit untuk usaha kecil adalah kredit yang 
diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp. 250 
juta untuk membiayai usaha produktif Usaha produktif adalah yang dapat 
memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa. Kredit tersebut 
dapat bempa kredit Investasi maupim Kredit Modal Keija. Usaha kecil adalah 
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usaha yang memiliki total aset maksimum Rp. 600 juta tidak termasuk tanah dan 
bangunan yang ditempati. Ktedit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil 
dengan plafon kredit sampai Rp. 25 juta biasanya dianggap sebagai kredit kepada 
usaha mikro. 
Kecendrungan banyak menyerap tenaga kerja umumnya membuat banyak 
UMKM juga intensif dalam mengembangkan sumberdaya alam lokal. Apalagi 
lokasinya banyak di pedesaan, pertumbuhan UMKM akan menimbulkan dampak 
positif terhadap peningkatan jimilah tenaga kerja, pengurangan jumlah 
kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi 
di pedesaan (Kuncoro, 2009,327). 
Penyerapan tenaga kerja oleh sektor UMKM merupakan upaya mengurangi 
pengangguran di daerah dan bentuk usaha ini juga tahan terhadap goncangan 
krisis dan terbukti pada krisis ekonomi tahim 1997 UMKM tidak terimbas krisis. 
Tabel 4 : Penyaluran Kredit, NPL, Asset dan Laba Rugi Pada BRI KCP Siak 
m. URAIAN TAHUl 2<M)7 200S NOV 2009 
1 MIKRO Rp 24.635.070.162 Rp 34.923.482.265 
NPL Rp 96.441.466 Rp 105.385.666 
2 KECnVMENENGAH Rp 366.816.447 Rp 12.582.828.720 
NPL Rp 49.184.778 
3 ASSET Rp 73.333.129.747 Rp 79.002.229.849 
4 DPK Rp 71.590.187.217 Rp 76.197.598.049 
5 LABA/RUGI Rp 1.288.524.854 Rp 2.582.077.858 
Sumber: BRI Cab. Bengkalis 
Berdasarkan jiunlah kredit yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor 
Cabang Pembantu Siak untuk tahun 2008 berjumlah Rp. 24.635.070.162,00 dan 
untuk tahim 2009 sampai bulan November jimilah kredit mikro yang disalwkan 
Rp. 34.923.482.265,00. 
Pada umumnya tingkat pengembalian kredit UMKM masuk kategori kredit lancar 
dengan tingkat NPL untuk tahvm 2008 sebesar 0,004 persen dan untuk tahim 2009 
NPL sebesar 0,003 persen. 
Penyaluran kredit kecil/menengah juga mengalami perkembangan yaitu imtuk 
tahun 2008 berjumlah Rp. 366.816.447 sedangkan untuk tahun 2009 sampai 
dengan bulan November 2009 jumlah kredit yang disalurkan Rp. 
12.582.828.720,00. 
Terkait dengan potensi komoditi dan jenis usaha unggulan yang menjadi basis 
ekonomi masyarakat berdasarkan analisis pada bab VIll, maka penyaluran Kredit 
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Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), dan Kredit Konsumsi (KK) guna 
meningkatkan peran perbankan dalam peningkatan dan pengembangan aktifitas 
ekonomi masyarakat dapat diarahkan pada sektor/ subsector potensial tersebut 
agar dapat mensupport perkembangan ekonomi di Kabupaten Siak. 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Peran perbankan dalam memacu perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) di Kabupaten Siak yang bersifat langsung belum terlihat. Hal itu 
karena perbankan di Kabupaten Siak belimi melakukan pembiayaan kepada 
BUMD atau perusahaan daerah yang secara langsung memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan PAD. 
2. Namim peran perbankan dalam memacu perekonomian dan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) yang bersifat secara tidak langsung sudah mulai terlihat. Hal 
itu terihat melalui penyaluran kredit yang dilakukan terhadap dimia usaha di 
Kabupaten Siak, terutama kepada Usaha Kecil, Mikro dan Menengah 
(UMKM) dalam bentuk modal kega. 
3. Berdasarkan analisis regresi diketahui bahwa untuk meningkatkan peran 
perbankan dalam memacu perekonomian dan PAD di Kabupaten Siak, maka 
penyaluran kredit kepada UMKM yang dilakukan perbankan di Siak lebih 
tericonsentrasi pada Kredit Modal Kerja (KMK). Sedangkan imtuk Kredit 
Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi (KK) kurang memberikan kontribusi 
terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD. 
4. Penguatan peran perbankan dalam memacu perekonomian dan peningkatan 
PAD di Kabupaten Siak, maka dapst dilakukan dei^an penyaluran kredit atau 
pembiayaan perbankan yang difokuskan pada pengembangan UMKM yang 
bergerak pada komoditi dan usaha unggulan masing-masing sektor dan lintas 
sektor di Kabupaten Siak. 
Rekomendasi 
Dalam kaitannya dengan peran perbankan dalam meningkatan PAD di Kabupaten 
Siak, maka disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 
1. Untuk meningkatkan perekonomian daerah, maka aitematif kelembagaan 
bempa Badan Usaha Milik Desa perlu dikaji kelayakannya untuk 
pengembangan di wilayah sentra produksi/usaha imggulan pada desa-desa 
yang potensial. Sehingga peran perbankan dalam memacu perekonomian dan 
peningktan PAD akan langsung dapat dirasakan sampai ke tingkat desa. 
2. Pemda Kabupaten Siak dan pihak perbankan dapat mengembangkan 
wirausaha bam yang bergerak pada unggulan, dengan sasaran pelaku usaha 
adalah sagana yang "bam" lulus dari Perguman Tinggi Daerah melalui 
tahapan rekmitment/seleksi, pendidikan/pelatihan tambahan (pada aspek 
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wirausaha dan keterampilan teknis serta usaha) serta penyediaan fasilitas 
kredit permodalan/pembiayaan dengan skim dana bergulir. 
3. Peningkatan akses pembiayaan UMKM pada bisnis komoditi dan usaha 
unggulan perlu dilakukan dengan mengintensifkan penguatan dan perluasan 
jan^cauan pelayanan, baik oleh perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. 
4. Secara lebih spesifik lembaga perbankan perlu lebih intensif untuk 
meningkatkan akses pembiayaan untuk komoditi dan usaha unggulan bagi 
UMKM. 
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